PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 2. TAHUN 2005
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang - a bahwa sebaga peleksanaan ketentuan Pasd 28 ayat (2)

; Peraturan Pemarintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004

+ Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinen dan N
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ddam rangka |
mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Musi !
Bayuasin, yang berdasarkan asas kesetaraan, -efisiensi,

/ transparansi dan akuntabilitas maka perlu digtur dan ditetapkan :

| sesua dengan peraturan perundang - undangan;

e
he

b. bahwa peraturan daersh tentang kedudikan protokoler desi

keuangan Pimpinian dan Anggota DPRD merupakan aspek lega
dari pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Banyuasin ;

<

¢. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud pada huuf a dan b
tersebut, periu diabur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah’

Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959
Tentang Pembentukan Daersh Tingkat I dan Kotepraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
s 1959 Nomor 73, Tambshan Lembaran Negara Repubiik \_
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1987
Tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 43, Tanbahen Llembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3363);
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. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Repuiik
Indonesia Nomor 4286); |

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003

Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Petmusyawar aien
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Dacrah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahen Lemia an
Negara republik Indonesia Nomor 4310);

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Pabendaharaan Negara (Lembaran Negaa Repuisix
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004

Tentang Pedoman Penyusunen Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4389);

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004

Tentang Pemeriksaen Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tawin
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaan Negara Republik

" Indonesia Nomor 4400);

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daereh (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negaa
Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahwn 2004

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republilc
Indonesia Nomor 4438);



10.Peraturan Pemerinteh Nomor 62 Tawn 1990 Teniang
Kedudukan Keprotokolan mengena Tata Tempat, Tata Upacara
dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 3432);

11.Peratran Pemerinteh Nomor 25 tahun 2000 Tentana
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebaga
Daerah Otonom (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahwin
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 3952);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahwn 2000 Tentang
Pengeldaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Doorch
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Noreor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );

13.Peratran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Fimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tawn 2004 Nomor 90, Tanbahan Lembaan Negara
Republik Indonesia Nomor 4416);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman
Penyusunan Perabwran Tata Tertib Dewan Parwsakilan Rakyat
Daerah (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 91 Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia
Nomor 4417);

15.Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 29 Tahun 22X
Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, don
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusurian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Ussha keuangan Daerah, dan Perwyusunan Perhitungan
Anggaran dan Belanja Daerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin  Nomor 3 Tahun
2002 Tentang Perubahan atas Perabaan Daersh Nomor i7
Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin. (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyussin Tawin
2002 Nemor 11) ;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAY
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasd 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengen :

1.

Daerah addah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemerintah Dasrah adadah Bupati Musi Banyuasin dan Perengket Dacrah sebagd
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD axiddh iativaua
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebaga unsur penyelanggaa
Pemerintah Daerah.

Bupati addah Bupati Musi Baryuasin.

Pimpinan DPRD addah Ketua dan Wakil — wakil Ketua Dewan Perwzkilan Raloat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketua DPRD adddh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Muspida adddh Muspida
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketua Pengadilan Negeri addah Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Kabupaten Musi
Bayuasin.

Wakil Bupati adaah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
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10.Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten
Musi Banyuasin.,

11.Anggota DPRD addah mereka yang diresmikan keanggotaamya sebaga Anggota
DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

12.Sekretariat DPRD adaah perangkat DPRD yang membantu DPRD Kebupaten Musi
Banyuasin dd am menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

13.Sekretatis DPRD addzh Pejebat perangkat daersh yang memimpin Sekretaiat
DPRD.

14.Kedudukan protokoler addah kedudukan yang diberikan kepada seseorang unhuk
mendapatkan penghormatan, perladkuan dan tata tempat ddam acara resmi atau
pertemuan resmi.

15.Protokol addah serangkaan aturan ddam acara kenegaraan atau acara resmi yang
meliputi aturan mengena tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada
seseorang sesud dengan jebatan dan/atau kedudikawwya ddam negara
pemerintahan atau masyarakat.

16.Acara Resmi addah acara yang bersifat resmi yang diahar dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau Lembaga Perwekilan Daerah ddam
 melaksancken tugas dan fungsi tertentu dihadii oleh pejabat negara, pejabat
pemerintah, pejabat pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta undangan lainnya.

17.Tata Upacara addah aturan untuk melsksanakan upacara ddam acara kenegaraan
dan acara resmi.

18.Tata Tempat addah aturan mengena urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan tokoh masyarakat
tertentu masyarakat tertentu ddam acara kenegarasn atau acara resmi.

19.Tata Penghormatan addah aturan untuk melaksanakan pemberian homat bagi
Pejabat Negara, Pejebat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
dan tokoh masyarakat tertentu ddam acara kenegaraan atau acara resmi.

20.Uang Representasi addah uang yang diberikan setigp bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebaga Fimpinan dan Anggota
DPRD.
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21.Uang Paket addah uang yang diberikan setiap buan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD ddam menghadiri dan mengikuti rapat — rapat dinas.

22. Tunjangan Jebatan addah uang yang diberikan setigp bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD karena kedudukannya sebagd Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
DPRD.

23.Tunjangan dat kelengkepan DPRD addah tunjangan yang diberikan setigp bulan
kepada Fimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagal
Ketua atay Wekil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau
Komis atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaren atau dat kelengkapan

lannya.

: 24Tm3a19a'1 Kesejahteraan addah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaen kesehatan dan pengobatan, rumah
jabatan den perlengkapannya / rumah dinas, kendarasn dinas jabatan, pakaian
dinas uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

25.Uang Jesa Pengabdian addah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD atas jasa pengsbdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan
hormat. |

26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD addah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daarah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Acara Resmi
Pasd 2

(1) Pirmpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dadam acara resmi.

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
& Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
¢. Acara Resmi Pemetintah Daersh yang dihadini oleh Pejabat Pemerintsh Daargh.



Bagian Kedua
TataTempat
Pasd 3

Tata tempat Pimpinan  dan Anggota DPRD ddam acara resmi yang diadakan o Ibukota
Provinsi, Kabupaten / Kota sebaga berikut :

a.

b.

Ketua DPRD di sebdah kiri Bupati;

Wakil — Wakil Ketua DPRD bersama Wakil Bupati setelah Unsur Muspida dan Ketua
Pengadilan Negeri;

Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya
yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah, Kepda Dinas / Badan dan atau Satuan
Kerja Daerah Lainnya.

Pasd 4

Tata tempat ddam repat — rapat DPRD sebaga berilaut :

a.

b.

_C

d.

e.

Ketua DPRD di dampingi oleh Wakil ~ wakil Ketua DPRD;

Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejgjar dan di sebelah kanan Ketua DPRD,
Wakil —wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
Sekretaris DPRD, peninjau dan Undangan sesua dengan kondisi ruang rapat.

Pasa 5

Tata tempat ddam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Bupati dan
Wakil Bupati sebagai berikut :

a.

Ketua DPRD di sebeah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan
melantik Bupati dan Wakil Bupati;

wWakil — wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;

Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang dkan
mengambil sumpah / janiji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;

Cdon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di- sebelah ki Wakil — wakil
Ketua DPRD;

Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesua dengan kondisi ruangan rapat;
Mantanh Bupali dan Wakil Bupati seteladh pelantiken duduk di sebelah ki
Wiakil — wakil Ketua DPRD;

Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk d sebelah kanan Pejabat yang
mengambil sumpah / janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.



Pasd 6

Tata Tempat daam acara pengucapan sumpzh / janji Anggota DPRD meliputi :

a.

Aimpinan DPRD duduk disebelah kifi Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau
Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati ;

Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah / janji, duduk ditempat yang telah
disediakan;

Setelah pengucapan sumpah / janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri
Bupati; .

Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk
duduk ditempat yang telah disediakan;

Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;

Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang tdah disedakan;
dan :

Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasd 7

Tata tempat ddam Acara Pengambilan sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua dan
Wakil - wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum Sebaga berikut :

a.

b.
c.

Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;

Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;

Seteah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebdah kiri Bupati dan Wakil Bupati,
Wekil - wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;

Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat
yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
TataUpacara
Pasd 8

(1) Tata Upacara ddam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara

bendera.

(2)Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jdannya acara resmi

diselenggarakan tata upacara sesua dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan. |



Bagian Keempat
Tata Penghormatan
Pasd 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan
yanyg diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(2) Penghormatan sebagamana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesua dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan

Pasd 10

ne Wasilm Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

" a Usang Representasi;

Uang Paket;

Tunjangan Jabatan;

Tunjangan Panitia Musyawarah;

Tunjangan Komisi;

Tunjangan Panitia Anggaran,;

Tunjangan Badan Kehormatan;

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Te ™o op o

Pasd 11
(1) Fimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.

(2)Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapken
Pemerintah.

(3)}Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (ddapan puuh perseratus) dari
uang representasi Ketua DPRD.

(4)Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari
uang representasi Ketua DPRD.
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(5)Selain uang representasi yang diberikan sebagamana dimeksud pada ayat (1) juga
diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besamya sama dengan
ketentuan yang berlaku pada Pegawa Negeri Sipil.

Pasd 12
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket. K

(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuuh perseratus)
dai uang representasi yang bersangkutan.

Pasa 13
(1) Fimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabaten. ]<

{2) Tunjangan jebatan sébaga'mma dimaksud pada ayat (1) sshesar 145% (seratus
empat puluh lima perseratus) dari masing — masing uang representasi.

Pasd 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk d::la'n P%ﬁ{@a_ﬂ@y_@vﬂ atau Komisi atau

Panitia Anggaran atau Badan Kehormmatan ata.l-- dat kelengkspan lannya yang

diperiukan, diberikan tunjangan sebagal berikut :

a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dai tunjangan jabatan Ketua
DPRD; ’

b. \Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jebatan Ketua DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dai tunjangan jebatan Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3% (tiga persératus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

/%P&d 15

Pajek Penghasilan Pimpinen dan Anggota DPRD dikenakan sesua dengan ketentuan

peraturan perundang — undangan.
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Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pasa 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta kduarganya diberikan tunjangan pemeliharaan
kesehatan dan pengobatan. |

{2)Keluarga Pimpinan dc-n Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan
pengobatan yatu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.

(3)Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan ddam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada
Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten yang tidak
diberikan daam bentuk uang.

(4) Disamping tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagamena
tersebut pada ayat (3) sejauh kondis keuangan daerah memungkinkan dapat
dibarikan pula tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan lainnya benupa
general check up.

Pasd 17

(1) Pimpinan DPRD disedakan masing — masing 1 (satu) rumeh jabatan beserta
perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

(2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas
jabatan dibebankan pada APBD.

(3)Ddam hd Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib
mengembdikan rumah jebatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas daam
keadaan bak kepada Pemerintah Daerah pding lambat 1 (satu) bulan sejak tanggd
pernberhentian.
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Pasd 18
(1) Setigp Komisi disediskan kendaraan operasiond.

(2) Biaya operasiond dan pemeliharaannya dibebankan kepada APED.

Pasd 19

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing — masing 1 (satu) rumah dines beserta
perlengkapannya.

{2) Belanja pemdiharaan rumah dinas dan perlengkepannya dibebankan pada APBD.

(3)Ddam hd Anggota DPRD diberikan rumah dinas dan diberhentikan atau berakhir
masa baktinya wajib mengembdikan rumah dinas beserta perlengkapannya ddam
keadaan bak kepada Pemerintah Daersh paing lambat 1 (satu) bulan sejek tanggd

pemberhentian.
Pasd 20

Rumah jabatan Pimpinan DPRD termastk rumah dinas Anggota DPRD apabila ada
beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jebatan Pimpinan DPRD tidak dapat
disewabelikan atau digunausshakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur

bangunan dan status hukumnya.
Pasd 21

{(1)Daam hd Pemerintah Daerah belum dapat menyediskan rumsh dinas Anggota
DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan berupa uang
sewa rumah dan bantuan perlengkapan rumah berupa listrik, @r, gas dan telepon
dengan memperhatikan prinsip penghematan kepatutan dan kewajaran.

(2) Tunjangan perumehan sebagamana dimaksud ayat (1) berupa uang sewa rumah
dan periengkapannya yang besamya disesuakan dengan standar harga setempat
yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setdah mendapat
pertimbangan Ampinan DPRD.
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Pasd 22

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas, berupa :
a. Pekaan Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang daam satu tahun.
b. Pekaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang ddam satu tahun.
¢. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (Satu) pasang ddam masa pengabdian.
d. Paksian adat, batik, dan olahraga.

{2) Standar satuan harga dan kuditas bahan pakaian dinas, pakaan adat, batik, dan
olahraga sepanjang kemampuan keuangen daersh memungkinkan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasd 23

Daam ha Fimpinan atau Anggota DPRD meninggd dunia, kepada ahli waris diberikan :

a Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kdi uang representasi atau gpabila meningga
duria ddam menjdankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kdi
uang representasi ;

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian
Pasd 24

(1) Fimpinan dan Anggota DPRD yang meringgd dunia atau mengakhin masa baktinya
diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besamya uang jasa pengsbdian sebagamana dimaksud pada ayat (1) pasd ini,

disesugikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

a. Masa bakti kurang 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberiken
uang jasa pengebdian 1 (satu) bulan uang representasi;

b. Masa bakti sampa dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1
{saku) bulan uang representasi ;

c. Masa bakti sampa dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengsbdian 2
{dua) bulan uang representasi ; '

d. Masa bakti sampa dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3
(tiga) bulan uahg representasi ;

o. Masa bakli sampa dengan 4 (empat) tahun, diberiken uang jasa pengabdian 4

" (empat) bulan uang representasi ;
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f. Masa bakti sampa dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengebdian 6
(enam) bulan uang representasi.

(3)Daam had Pimpinan dan Anggota DPRD meninggad dunia, uang jasa pengabdian
sebagaimana dimeksud ayat 2 (dua) pasd ini, diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan
diberhentikan secaa hormat sesua dengm ketentuan peraturan pernundangan —
undangan yang berdaku.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasa 25

(1) Belanja penunjang kegiatan disedakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi
dan wewenang DPRD.

{(2)Belanja Penunjang Kegiatan sebagamana dimaksud ayat (1) Pasd ini, disusun
berdasarkan Rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. ’

(3) Fungsi DPRD sebagamana dimaksud ayat (1) pasd ini :
a. lLegislasi ;
b. Anggaran ;

¢. Pengawasan.

(4) Tugas den wewenang DPRD sebagamana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a Membentuk Peraturen Daersh yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat
persetujuan bersama ;

b. Menetapkan APBD bersama Bupati ;

¢. Melaksanskan pengawasan terhedap Peraturan Daersh dan Peraturan Perundang
— undangan lannya, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, APBD, kebijaksanaan
Pemerintsh Daersh ddam melaksanakan program pembangunan daersh dan
kerjasama intemasiond di daerah ;

d. Mengusulken pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri Dadam '
Negeri meldui Gubernur ;

e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daersh terhadap
rencana perjanjian intermasiond yang menyangkut kepentingan daerah ;

f Meminta Leporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati ddam tugas

desentrdisasi ;
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g. Tugas — tugas dan wewenang lannya yang diberikan oleh Undang — Undang.

{5) Belanja Penunjang Kegiatan sebagamana dimaksud pada ayat (1 ) dapat berupa :
a. Kumungan Kerja ;

Penyiapan, pengkaiian, dan penelashan Peraturan Daerah ;

Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Profesiondisme ;

Dukungan kcﬁrdi nasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan ;

Kegiatan kepanitiaan ;

Rapat — rapat Fraksi.

T

(6)Harga satuan belanja penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasiond, wajer,
patut, dan terukur serta tidak bersentuhan dengan rasa keadilan yang berlaat di
masyarakat , mengacu pada standar harga barang dan jasa, yang ditetapken oleh
Bupati berdasarkan Peraturan yang beraku.

{7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Fimpinan DPRD diformulasikan dalam RASK dan
DASK padla setiap Tahun Anggaran.

BAB V
PENGELCLAAN KEUANGAN DPRD
Pasd 26

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan
Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
dan belanja penunjang kegiaten DPRD yang diformulasiken keddam Rencana Kerja
dart Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimeksud ayat (1)
pasd ini, sebagamana diatur ddam ketentuan pasd 10 Peraturan Daerah ini
dianggarken daam Pos DPRD.

3)Tunjangan  kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagamena dimeksud
pada ayat (1) Pasd ini, sebagamana diatur ddam ketentuan Pasd 16, Pasd 17,
Pasal 18, Pasd 19, Pasd 21, Pasd 22, Pasa 23, dan Pasd 24 serta Belaja Perunjang
Kegiatan DPRD sebagamana dimeksud Pasa 25 ayat (2) Peraturan Daersh ini,
dianggakan ddam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke ddam jenis belanja
sehagal berkut : |
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a. Belanja Pegawal antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawa
Sekretariat DPRD sesud dengan golongan jabatan;

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhen belanja barang dan jasa habis
paka, seperti dat tulis kantor, pakaan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Pegawa Sekretariat DPRD, sewa rumah dan perlengkapannya, premi asurasi
kesehatan dan pengobatan serta tunjengan pemeliharaan kesehaten, konsumsi

rapat, belanja listrik, telepon, &r, gas dan ongkos kantor lannya;

c. Belanja Perjdanan Dinas yatu belanja perjalanan Fimpinan dan Anggota DPRD
delam rangka melaksanekan tugasnya atas nama Lembaga Perwekilan Rakyat
Derah baik di ddam daersh maupun keluar daerah yang besamya disesuakan
dengan standar perjdanan dinas Pegawa Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

d. Belanja pemeliharaan antara lan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung
kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jebatan Pimpinan dan rumah dinas
Anggota DPRD dan kendaraan Dinas DPRD;

e. Balanja Modd antara ldn untuk  kebutuhan  pembangunan/perfuasan/
penambahan  Gedung Kantor/Rumah ~ Jabatan/Rumah  Dinas, pengadaan
perlengkapan/perdatan rumah jebatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas
Anggota DPRD, perengkapan/perdatan kantor, pengadasn kendaraan dinas
Pirmpinan DPRD, yang sifatnya menambah nila kekayaan daerah.

(4} Pengeldiaan belanja DPRD diaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang — undangan yang beriaku.

Pasd 27
{1)Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

(2) Peryusunan, peleksanaan tata usaha dan pertanggungjawsaban belanja DPRD
sebaga@mena dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja

perangkat daerah lannya.
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Pasal 28

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD
untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,

dinyatakan melanggar hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal — hat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lébih fanjut
dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatén Musi Banyuasin.

Ditetapkandi Sekayu
Pada Tanggal 22 Februari 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,

A=

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekavu
Pada Tanggai 22 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAY
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

N

H. HARUN AL RASYID
NiP. 010 086G 994

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 2
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